
 
 
 

 
 

BUPATI YAHUKIMO 
PROVINSI PAPUA 

SALINAN 
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  

NOMOR  :  32  TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN PETUGAS PELAPORAN E-MONITORING DANA ALOKASI KHUSUS  
(DAK ) BIDANG JALAN, AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN  2022 

 
BUPATI YAHUKIMO, 

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Pemantauan 
Pelaksanaan dan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus 
Kabupaten Yahukimo Tahun 2022, dipandang perlu  
menetapkan operator pengelola dan pelaksana pelaporan  
aplikasi dimaksud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
Yahukimo 

 
Mengingat  :   1.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten 
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 
Nomor 47); 

2. Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2001 tentang Otonomi  
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4151 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran   Negara   Republik   
Indonesia  Tahun  2021 Nomor    155,   Tambahan Lembaran    
Negara    Republik Indonesia Nomor 6697); 

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, 
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, 
Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten 
Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, 
Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk 
Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama,  di Provinsi   Papua    
(Lembaran   Negara    Tahun    2002 Nomor 129); 

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5); 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4574); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4663); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 ); 
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13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2021 Tentang 
Operasional Penyelenggaran Dana Alokasi Khusus 
Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2022 ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1); 

16. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Yahukimo 
Tahun 2022  Nomor 2). 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan 
KESATU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEDUA 
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Menetapkan Petugas Pelaporan E-Monitoring Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Bidang Jalan, Air Minum dan Sanitasi pada 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten 
Yahukimo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut 
dibawah ini : 

1. BIDANG JALAN 
 Nama  : KEENAN B. PALEBANGAN, ST 
 NIP  : 19821209 201004 1 001 
 Pangkat/Gol : PENATA Tk. I (III/d) 
  
2. BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI 
 Nama  : WANRI SIRAPPA, S.Kom 
 NIP  : 19780925 200909 1 001 
 Pangkat/Gol : PENATA Tk. I (III/d) 

Petugas Pelaporan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu 
bertugas sebagai berikut :  

a. Menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan baik 
secara manual maupun secara e-Monitoring DAK; 

b. Melakukan koordinasi dan evaluasi laporan pemantauan  
pelaksanaan Dana Alokasi Khusus; 

c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) 
disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah 
triwulanan berakhir kepada Bupati melalui kepala 
Bappeda selaku Kepala Tim Koordinasi Daerah; 

 

 

 

 

 

 

 



 

KETIGA       : 

 
 
 

KEEMPAT   : 
 
 
 
 
KELIMA   : 
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Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pelaporan E-
Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan, Air 
Minum dan Sanitasi  sebagaimana Dimaksud pada DIKTUM 
KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan; 
 
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penata Ruang Kabupaten Yahukimo Tahun 
Anggaran 2022; 
 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 
                                      Ditetapkan di : Sumohai 
                             Pada tanggal  : 18 November 2022 
 

BUPATI YAHUKIMO 
 

CAP/TTD 
 

DIDIMUS YAHULI 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Untuk salinan yang sah sesuai 
Dengan yang asli 

KEPALA BAGIAN HUKUM  
 
 
 

VISDITA A. RAHAYAAN 
NIP.19851122 200909 1009 

 



 
 
 


